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BUPATi CIANJUR

PROViNSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI .CIANJUR

NOMOR 85 TAHUN 2016 
.

.. TENTANG

PEDOMAN .PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TuHaT.T YANG MAHA ESA

, BUPATI CIANJUR,

: a. bahwa. d.irr rangka optima-lisasi penyeresaian
piutang Daerah dan agar pelaksana.r, pe.rgfrapusan
piutang Daerah dapat dilakukan dengan lertib,
transparan dan akuntaber diperlukan pedoman

. penghapusan piutang Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagair4ana

dimaksud da_lam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman penghapusan
Piutang Daerah;

: 1. Undang-Undang Nomor 49 prp. Tahun 1960 tentang
Panitia urusan piutang Negara (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1960 Nomor t56,

, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor Zl}a);

2. Undang-Undang lT Tahun 2003 tentang
l<eyanSa_n Negara (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2003 Nomor 4f , tambahan
Lembaran lrlegara Republik Indonesia Nomor a2g6l;

3: undang-u,dang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang
Ferbendaharaan Negara (Lembaran Negara Reprlblik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara. Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Unclang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

, Lembara_n Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\

att.
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5. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-han
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagairnana teiah diubah beberapakali terakhir
dengan' Undang-Undang Nomor I Tahun 20 15
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan . Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791; .

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 3 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inclonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor
14 Tahun 2005 tentang Tata Cara penghapusan
Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
trnd,oneiia Tahun 2006 Nomor 83, famtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a612l;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan. Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia
Noryor a578);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
31/PMK.O7 /2OOS tentang Tata Cara pengajuan Usul,
Penelitian, dan Penetapan penghapusan piutang
Perusahaan Negara/Daerah dan piutang
Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2A11 tentang Perubahan Ked.ua Atas
Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah; .

Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun
2OOT tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

Peratulran Menteri. ' Keuangan Nomor
23O/PMK.O1/2OO9 tentang Penghapusan piutang
Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
2Al /PMK.O6 /2010 tenrang Kualitas piutang
Kementerian Negara/Lembaga dan pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak tertagitr;

6.

7.

9.

10.

11.

12.



13.

14.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T3 Tahun2015 tentang pedoman penyisihan piutang dan
Penyisihan Dana Bergulir pada pemerintah Daeiah;
Peraturan Daerah cianjur Nomor 02 Tahun 2oo7tenta,g Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OOT i\omor 02
Seri D); ,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN' PENGI{APUSAN
BUPATI TENTANG

PIUTANG DAERAH.

BAB I

PEDOMAN

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adarah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yaflg menjadi kewenangao bae.ah otonom.

3. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD
adalah Dewan perwakilan Rakyat caerah Kabupatin cianjir.

4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sKpD

adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
Anggaran / pengguna Barang.

6. satuan 11erj? perangkat Daerah reknis yang selanjutnya disebutSKPD Teknis ada-rah sKpD yang rrr..rgr*pu piutang pajak
Daerah/pi"!3"q Retribusi Daerah/piutang -lainnya 

termasuk
SKPD/Unit Kerja yang menerapkan ppX_gLUD.

7 ' 9{-t* Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah Perangka.t Daerah pada Femerintah Daerah selaku
Pengguna A,ggafan/penggu,a Barang, yang juga melaksanakan
pengeiolaan keuangan Daerah.

8. Badan Layanan umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unii Kerja piA, SatuanKerja Perangkat Daeiah di lingkungan pemerintah Daerah yarrg
dibentuk un_tuk' memberikan pelay"rran kepada masyarakat ueiupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang aUual tanpa hengutamakan
mencari keuntungan, d.an dalam rnetakukan kegia^tannya iidasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas:



9.
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Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat ppK-
BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleiuasaan untuk menErapkr" irrrotek-praktekbisnis yanb sehat untuk meningkatkan 

- 
pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka memqjukan kesejahte.aa, umum ,dan
mencerdaskan ketridupan bangsa, sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
Peja-bat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat ppKD
adalah Kepala satuan Kerja pengelola Keuangan naerah yang
mempunJai tu.gas rnelaksanakan pengelolaan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai eindahara umum
Daerah.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Jawa Barat.

Panitia urusan Piuteing Negara yang setranjutnya clisingkat pupN
adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas
mengurus piutang Negara/ Daerah.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya
disingkat KPKNI, ada-lah Kantor pelayanan lceliayaan wegarl dan
Lelang Jawa Barat.'

Piutang Daerah adalah jurnlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah baerah y*g dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat peg"anjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-unaangan yang berlaku atau
akibat lainnya yang sah.

Penanggung Hutang kepada Negara/Daerah yang setanjutnya disebut
Penanggung Hutang .adalah badan atau orang yang Lerhutang
kepada. NegaralDae::a]r merrurut peraturan, perjan]ian atau sebab
apapun.

Piutang sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat
PSBDT adalah sisa piutang negara yang masih belum dapat tertagfr
namun penang€ung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidakl1si mempunyai 'nilaj ekonomis, atau bermasalah yang sulit
diselesaikan.

-PAjrk Daerah yang selanjutnya disebut Pajatrr adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terhutang oieh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dengan lidak mendapatkan imbalan secara langs-ung dan
digunakan ' untuk keperluan Daerah bagi sebesJ-b.#r.ry"
kemakmuran ralryat.

wajib Pqjak adaiah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
gaj*r pemotong p4ak dan pemnngut pajak yang rn.*purryai hak
dan kewajiban perpajal<an sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan per.pajakan Daerah.
surat Ketetapan Pajak Daerali yang selanjutnya disingkat €Kp
Daerah adalah 9u1at ketetapan pajak yang menentukan besarnyajumlah pokok p{ak yang terhutang

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

i9.

17.
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20. surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak V""i menentukan
besarnya jumlah ' pokok pajak, jumlah - kredii pajut, jumlah
kekurangan pembaya-ran pokok pajak, besarnya sant<si 

"administratit
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

21. surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKpDKBT adalah surat ketetapan pajak v""gmenentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah aitetapt an.-

22. Surat Tagihan Pqiak Daerah yang selanjutnya disingkat STpD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

23. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah _Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajik vangtercantum besarannya dalam Surat Pemberitahuan pajak Dairah,
surat Pemberit.hr*, paj'ak Terhutang, srpD, SKp Daerah, sKpDKB;
SKPDKBT, surat' Keputusan pembetulan, surat keputusan
Keberatan, surat Keputusan pengurangan, penghapusan sarrksi
Administrasi berupa bunga dan/atau denda.

24. PEak yang Terhutang adarah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam masa pajak, da-lam tahun pqiak atau dalam bigian tahun
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila wajib pajak mLnggunakan- tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

26. Penagihan l4uk ada-lah serangkaian. tindakan agar penanggung
pajak melunasi hutang pajak dan braya penagihan pE-ak d.rrg.., cara
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan sekdtika
dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusutkan tindakan
pencegahafl, melaksa-nakan penyitaan, penyandeiaan d.an menjual
barang yang telah Cisita.

27. Penanggung Pajak adalah badan atau orang yang berhutang kepada
Daerah menurut peraturan, perjary'ian atau ieuan apapun.

28. Retribusi ada-lah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertenlu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.

29. wajib Retribusi adaiah orang pribadi atau badan hukum yang
menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan . pembayaran retribusi, . termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

30. Retribusi yang terhutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh
wajib Retribusi pada- suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun
retribusi atau 

_ 
dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan

perundang-undangan Retribusi Daerah.
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31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan- besarnya jumlah
pokok retribusi yang terhutang

32- surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut srRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa brlnga atau denda.

33. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Perneii"tat Dierah yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan
retribusi yang tercantum besarannya dalam SKRD d,an/atai srRD.

34. Kedaluwarsa adalah masa pajak/retribusi/piutang lainnya vrrrgmelampaui tenggang waktu tertentu terhitung sejak saai
terhutangnya Pajak/Retribusi Daerah/piutang tainnya, kecuali
apabila Wqiib Pqiak/Wdib }Retribusi melakukan tindat pidana di
bidang perpaj akan / Retribu si Daerah / piutang lainnya.

35. Piutang Daerah Lainnya adalah seluruh piutang Daerah kecuali
piutang Paiak Daerah dan piutang Retribuli Oaerah atau piutang
Daerah yang ca.ra penyelesaiannya diatur tersendiri 

- 
dalam

UndangUndang.

36. Penghapusan piutang seca_ra bersyarat adalah
Daerah dari pembukuan pemerintah Daerah
hak tagih Daerah.

penghapusan piutang
tanpa menghapuskan

37. Penghapusan piutang secara mutlak adalah penghapusan piutang
Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Maksud disusunnya peratnran Bupati ini adalah sebagai pedoman
dalam penghapusan piutang Daerah.

(21 Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini adatah agar penghapusan
piutang Dagrah dapat: dilakukan secara optimal, t-ertib, transparan
dan akuntabel.

. Bagian Ketiga. :

Ruang Lingkup .

, Pasal 3
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penghapusan semuajenis piutang yang menjadi kewenangan baerarr mitip,iti pirrtrog pqiak
D-agrah, piutang Retribusi Daerah dan piutang Daerah lainnya iebagai
akibat dari perjanjian, perikatan atau akibat lainnya birdasarkan
peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kewajlban bagi
penanggung hutang. :,



(1)

(2)
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BAB II

PENGURUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu
penyelesaian

piutang Daerah d.iselesaik-rt;:f Jn"o teknis secara optimal sasuaiketentuan peraturan perundalg-undangan.
Penyelesaian ."9u1'u optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu apabila telah dilakukan upaya penagihan tetapi penanggung
lgtqrrs letap tidak rnelakukan pelunasan, .irrirgg. piutang tersebutdigolongkan sebagai piutang macet.
Piutang digolongkan sebagai piutang maget sebagaimana dimaksudpada ayat (21apabita:
a. Piutang Pajak Daerah, rlengan salah satu atau lebih kriteria:1. Umur piutang iebih dari 5 tahun;2. Apabila wqiib pajak datam jangka waktu 1 (satu) bulanterhittrng sejak tanggar surat tagihan t<eiiga belum

melakukan pelunasan;
3 Wajib pajak tidal< diketahui keberaclaannya;
4. Wajib l"j"t bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

. !, Wqiib f$ak rnengalami musibah (force majeure).b. Piutang Retribusi Daerah dengan kriteria:
1. umur piutang tebih d.ari tz (dua belas) bulan; dan/atau2. Apabila wqiib Retribusi dalam jangka waktu t (satu) bulanterhitung sejak tanggai suiat tagihan t<etiga tidak

melakukan pelunasan; atauc. Piutang Daerah Lainnya dengan kriteria:
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Kriteria sebagaimana clirnaksud pada ayat (3) huruf a angka 3, angka4 dan"angka 5 dibuktikan dengan keterangan dari ap-aqat/pejabat
yang berwenang.

Bagian Kedua

, 
Pelimpahan pengurusan

pasal S

?4* hal penyelesaian piutang Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal ? ayat (1) tidak berhasil, *4iu dilimpahkanpengurusannya ke pUpN/ KPKNL.
Dikecualikan dari kew iiban pelimpahan' pengurusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah untut pi"trig pajak oaelah dan
Retribusi Daerah.

Pengurusan piltang paiak Daerah dan Retribusi Daerah dapat
dilimpahkan ke pupN/KpKNL dengan pertimbangan tertentu.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 6

(i) Pelimpahan pengurusan penghapusan piutang Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 diurus secara optimal oleh PUPN/KPKNL
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengurusan piutang Negara/ Daerah.

(21 Pengurusan piuting Daerah dinyatakan telah optimat oleh

, "UPN/KPKNL 
dengan menerbitkan PSBDT.

Bagian Ketiga

, 
Tata Cara Pelimpahan Pengurusan

" Pasa1 7

(1) SKPD teknis mengajukan usulan kepada tsupati untuk melimpahkan
pengurusan piutang ke PUPN/KPKNL.

(21 Bupati memerintahkan PPKD melakukan verifikasi dan memberikan
pertimbangan diterima atau ditolaknya usulan SKPD Teknis.

(3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (21usulan diterima, Bupati mengajukan pelimpahan pengurri"ro
piutang ke PUPN/KPKNL.

t4l Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam

, .yat (2\ usulan ditolak, Bupati membuat surat penolakan.

BAB III

. PENGHAPUSAN PIUT.{NG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

. Bagian Kesatu

. Syarat Penghapusan

Pasal 8

Piutang Pqjak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dihapuskan apabila
telah digolongkan sebagai piutang macet dal hak penagihan sudah
kedaluwarsa, atau telah diterbitkan PSBDT oleh PUPN/KPKNL 'dan
kedaluwarsa.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 9

. (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak saat
terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak
pidana' di bidang perpajakan Daerah

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila memenuhi salah satu atau lebih persyaratan:
a. diterbitkannya:

1. surat teguran; n .

2. STPD; danlatau
3. surat pakSa;

b. ada pengakuan huta:rg pajak dari wajib pajak, baik langsung
maupun tidak langsung



(3)

(4)

(s)

(3)

(41

(s)

(1)

{2)
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Dalam hal diterbitkan srirat teguran dan/atau surat paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat dimaksud yang
dibuktikan dengan tanda terima penyampaian surat tersebut.
Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah wqiib pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum
melunasinya kepada. pemerintah Daerah.
Pengakuan hutang pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimakgud pada ayat"(2| huruf b dapat diketahui ?ari peigajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembaya-ran- dan
permohonan keberatan oleh Wajib pajak.

pasal i0 
.

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui'waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak
saat terhutangnya retribusi, kecual.i apabila Wajib Retribusi Saerah
melakukan tindak pidana di bidang Betribusi Daerah.
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan/atau sTRD; dan/ ataub. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib Retribusi, baik

langsung maupurl tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian surat dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima
penyampaian surat tersebut.
Pengakuan hutang retribr-rsi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurrrf b adalah Wqiib Retribuli dengan kesadarannya
menyatakan maslh rnempunyai hutang retribusi dan belum
melunasinya kepada pemerintah Daerah.
Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf b dapat diketahui dari pe"ngqiuan
permohonan angsuran atau penunclaan pembayaran- dan
permohonan keberatan oleh WajiO netrinusi.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 1 1

Penghapusah piutang pEak Daerah ' d.an/atau Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal g ditetapkan oleh: .

a. Bupati untuk jymtarr sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima
_ milyar rupiah) per penanggung hutang; dan
b. pupati dengan persetujuan.. DpRD - untuk jumlah iebih dariRp 5.000.000.000,00 (1ima- miiyar rupiah) per penanggung

hutang.

(1)



10
!

(2) Dalam hal piutang Pqiak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dalam
satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai
yang setara dengan niiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan kurs tengah Bank Indonesia yang, berlaku pada 3 (tiga) hari
sebelum tarrggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh sKpD
Teknis.

B"*;ilTff,*

Pasa-l 12

(1) Piuta4g Pajak Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimalisud
dalam Pasa-l 11 aypt (1"), diusulkan oleh sKpD teknis kepada Bupati
dengan dilampiri:
a. daftar nominatif per penarggung hutang, yang memuat

sekurang-kurangnya:
1. nama Wajib Pajak dan penanggung hutang;
2. alamat Wajib Pajak dan penanggung hutang;
3. Nomor Pokok Wqjib pajak Daerati;
4. jenis piutang pajak Daerah;
5. tahun pajak;.dan
6. jumlah piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan"

b. SKP Daerah dan apabila ada SKpDKn / SI<POKBT;
c. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan antara lain

STPD dan/atau surat teguran dan/atau surat paksa beserta
bukti pbnyarnpaiannya; dan

d. alasan untuk dihapuskan. 
.,(21 Piutang Retribusi , Daerah yang akan dihapuskan sebagarmana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diusulkan oleh sKpD Teknis
kepada Bupati dengan dilampiri:
a. daftar nominatif per penanggung hutang, yang memuat

sekurang-kurangnya:
1. nama Wqiib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
2. alnmat Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
3. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah bagi Wajib Retribusi

yang bersifat tetap atau surat keterangan lain yang
menyatakan hutang;

4. jenis piu.tang Retribusi Daerah;
5. tahun retribusi/iahun terjadinya piutang; dan
6. jumlah pi.utang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan.

b. SKR.D;
c. bukti tindal<an penagihan yang pernah dilakukan, antara'lain

srRD dan/atau surat teguran beserta bukti penyampaiannya;
dan d. alasan dihapuskan.

Bupati memerintahkan PPKD melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebena-ran dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2).

Penghapusan piut-ang P4jak Dherah dan'piutang Retribusi Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)

(4)
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Pasa-l 13

Penghapusan piutang pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah
sebagaimana dirnaksud daiam Pasal 11 dilakukan dengan menghapuskan
dari pembukuan Pemerintah Daerah dan rnenghapuskan h"i tagih
Daerah.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH LAINNYA

tsagian Kesatu.

Penghapusan . ,

, Pasal 14

Penghapusan piutang Daerah lainnya dapat dilakukan dengan:
a. penghapusan secara bersyarat;
b. penghapusan secara mutlak
Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan menghapuska-n piutang Daera-h lainnya
dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih
Daerah.

Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan d.engan menghapuskan hak tagih Daerah.

' Bagian Kedua'

ersyaratan t

Pasal 15

Piutang Daerah lainnya dapat dihapuskan apabila piutang telah
digolongkan sebagai piutang macet dan PSBDT yang diterbitkan oleh
PUPN/KPKNL.

, Bagian Ketiga

.' Kewenangan

(1) penghapusan secar" o.r"rl1i'or1rur".r* Daerah lainnya ditetapkan
oleh:
a. Bupati untuk jurnlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima

milyar rupiah) per penanggung hutang; dan ,

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari
Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung
hutang.

(2) Penghapusan seca-ra mutlal< piutang Daerah lainnya ditetapkan oleh:
a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima

milyar rupiah) per penanggung hutang; dan
b. Bupati, dengan persetujuarr DPRD 'untuk jumlah lebih dari

Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung
hutang.

(2)

(3)
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(3) Dalam hal piutang Dqerah lainnya dalam satuan mata uang asing,nilai piutang yang ditrapusk.r, 
"L.a.a 

bersyarat dan secara mutlakadalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) derrgan-kurs tengah Bank Indonesia vrrrgberlaku pad.a 3 (tiga) hari sebelum tanggi surat pengajuan usulanpenghapusah oleh ppKD.

(1)

, Pasal 17

Daram hal SKPD /unit Kerja menerapkan ppK-BLUD dengan Dewan
Pengawas maka penghapu san secara bersyarat ditetapkan "oleh 

:a' Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengalRp 200.000.000,00 (crua ratus juta rupiah) pe; p..r*gg,rrrg
hutang;

b' Pemimpin PLqD .dengan persetujuan Dewan pengawas untukjumiah lebih dari I?p 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp s00.000.000,00 (rima ratus iuta rupiah) per
pena.nggung hutang;

c. Bupati untuk.ir,rmlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) sampai dengan Rp s.ooo.ooo.o00,d0 flima milyar
- rupiah).per penarggung hutangi dand. Bupati delqan perset,juan DPRD untuk jumlah lebih ,dariRp 5'000.000.000,00 (rima milyar rupiahi per p.rrurrggrrrghutang. ,

Da-lam hal SKPD /unit Kerja menerapkan ppK-BLUD tanpa Dewan
Pengawas maka penghapusan secaru. b.."y*at ditetapt<an otetrra. Pemimpin BLi.lD untuk jumrah sampai denganRp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pe; penanggung

hutang.
b. Pemimpin ?Lq? $engan persetu;'uan ppKD untuk jumrah lebih

dari Rp 209.999 
?got9.0 (dua ratus juta rupiah) sampai denganRp 500.000.000,00 (tima ratus juta rupiah) 'p.. pi"""ggung

hutang.
c. Bupati untuk jumiah rebih dari Rp s00.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) sampai dengan np s.000.000.000,00 (rima milyar
_ rupiah).per penanggung hutang.d. Bupati dengal persetujuan DPRD untuk jumlah lebih ,dari

Rp 5.000.000.000,00 (rima milyar rupiahi per penanggunghutang. ,

Bagian Keempat

Tata Cara penghapusan

paragraf Satu

Penghapusan Secara Bersyarat

(1) Berdasarr<an .efeDr sebag##:imaksurt datam pasat 6 ayat (2)
PPKD mengajukan permintaan pertimbangan penghapusdn secaraBersyarat kepada Kantor wilayah denlan ailampiri dokumensekurang-kdrangnya:
a. daftar nominatif penanggung Hutangi dan .

b. Surat pernyataa:r pSBDT aJi pUpN/kffNl.

(21
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(2) Apabila Kantor Wiiayah memberikan pertimbangan diterima, PPKD
mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang Daerah lainnya
kepada Bupati dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) dilampiri dokumen sekurang-kurangnya:
a. daftar nominatif penanggung hutangi dan
b. Surat Pertimbanga:r Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang

Daerah dari Kepaia Kantor Wilayah.

(3) Daftar nominatif penanggung hutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (21huruf a rnemuat sekurang-kurangnya:
a. identitas para penan&gung hutang ,yang meliputi narna dan

alamat;
b. sisa hutang masing-masing penanggung hutang yang akan

dihapuskan;
c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh

tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurus€u:r
piutang Daerah ke PUPN/KPKNL; dan

d. nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL.

(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dad (3)
Bupati menetapkan penghapusan piutang Daerah lainnya secara
bersyarat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Terhadap piutang BLUD hanya dapat dilakukan penghapusan secara

(2) r;:fr1ruD yans telah clinyatakan psBDr oleh pupN/KpKNL,
Pemimpin BLUD dapat melakukan penghapusan secara bersyarat
sesuai' kewenangarnya dengan menerbitkan Keputusan tentang
penghapusan.

(3) Penghapusan Piutang BLUD dengan jumlah lebih dari
Rp 500.000:000,00 {lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dan d serta ayat (2) huruf c dan d
dilakukan dengan pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah.

Paragraf Kedua

Penghapusan Secara Mutlak
Pasal 2O

' (1) Penghapusan seca-ra mutiak atas piutang Daerah lainnya
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. diqjukan setela-h' lewat 2 (dua) tahun sejak penetapan

penghapusan bersya-rat piutang dimaksud; dan
b. penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk

menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan
keterangan dari a.parat/ pej abat yang berwenang.

(2) PPKD mengajukan permintaan pertimbangan penghapusan se'cara
mutlak kepada Ka4tor Wilayah dengan diiampiri dokumen sekurang-
kurangnya:
a. daftar nominal.if penanggung hutang;

, b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penghapusan Secara
Bersyarat; dan



(3)

c. Surat Keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang
menyatakan bahwa Penanggung Hutang tidak mempunyai
kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewaj ibannya.

Daftar nominatif Penanggung Hutang setiagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a memuat pating kurang:
a. identitas para penanggung hutang yang meliputi nama dan

alamat;
b. sisa hutang masing-masing penanggung hutang yang akan

dihapuskan;
c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh

tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan
piutang Daerah ke PUPN/KPKNL; dan '

d. nor_nor dan tar]ggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL.

Apabila Kantor Wilayah memberikan pertimbangan diterima, maka
Kantor Wilayah menerbitkan Surat Pertimbangan Penghapusan
Secara Mutlak atas piutang Daerah lainnya.

Setelah mendapatkan Surat Pertimbangan Penghapusan Secara
Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat {a) PPKD mengajukan usul
penghapusan secara mutlak kepada Bupati dengan dilampiri
dokumen sekurang-kurangnya:
a. daftar nominatif Penanggung Utang;
b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penghapusan Secara

Bersyarat; dan
c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang

Daerah. dari Kepala Kantor Wilayah.

Berdasarkan usulan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Bupati menetapkTn Keputusan Penghapusan Piutang Daerah
Lainnya secara mutlak.

Tembusan surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal -i 5 Isse$ner ZOi 6

(4)

(s)

(6)

{71


